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Lampiran 3  

Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Sinjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Lampiran 4  

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sinjai 
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Lampiran 6  

Hasil Wawancara Langsung kepada BAPENDA Kabupaten Sinjai 

Substansi  Objek  Jawaban  

Bagaimana proses 

penentuan target 

pajak daerah? 

Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah: 

Bahri, S.Sos., M.AP. 

Ada beberapa proses yang 

dilakukan, dimulai dari 

melakukan identifikasi dan 

inventarisasi data terkait dengan 

pajak daerah, mengolah dan 

menganalisis data terkait pajak 

daerah yang telah dikumpulkan 

sebelumnya, melakukan 

pemantauan dan mengevaluasi 

sistem pengelolaan penerimaan 

pajak daerah. Selain itu, penting 

juga untuk tetap memperhatikan 

realisasi dan mengevaluasi 

realisasi pajak daerah tahun-

tahun sebelumnya. Sesuai 

dengan undang-undang, target 

pajak daerah ditetapkan 

berdasarkan data potensi pajak 

daerah yang dimiliki.  

Apakah ada 

indikator tertentu 

dalam penentuan 

target pajak 

daerah? 

Indikator yang paling utama 

adalah tetap memperhatikan 

realisasi pajak daerah tahun 

sebelumnya dan melihat 

realisasi tahun berjalan (dilihat 

dari bulan ke bulan). Dengan 

kata lain, target penerimaan 

pajak daerah ditentukan dengan 

menggunakan estimasi 

berdasarkan data potensi yang 

dimiliki. Besar kecilnya target 

pajak daerah itu relatif. Hal ini 
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dikarenakan penentuan target 

penerimaan pajak daerah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya kondisi 

perekonomian masyarakat. 

Alasannya karena objek pajak 

yang tidak menentu. 

Siapakah yang 

menentukan pajak 

daerah? 

Sebelumnya, pemerintah daerah 

membuat draft terkait pajak 

daerah, kemudian dibahas oleh 

tim TAPD (Tim Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah) yang dibentuk setiap 

tahun di setiap kabupaten. 

Anggota TAPD terdiri dari 

eksekutif dan legislatif 

(pemerintah daerah, DPRD). 

TAPD kemudian dibentuk untuk 

menentukan perencanaan target 

pajak daerah untuk tahun-tahun 

yang akan datang. Kemudian 

hasil diskusi akan diserahkan 

untuk diasistensi oleh gubernur.   

Apa hal-hal yang 

dilakukan 

BAPENDA 

Kabupaten Sinjai 

dalam melakukan 

penagihan pajak-

pajak daerah? 

Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah: 

Mappabenteng, S.IP. 

Hal yang dilakukan yaitu 

menetapkan jumlah nilai pajak 

dan besaran pajak yang diterima 

yang disesuaikan dengan 

laporan, lalu melakukan 

penagihan sesuai dengan pajak 

yang terutang. Penagihan pajak 

dilakukan oleh orang yang 

khusus ditunjuk sebagai penagih 

pajak yang sudah ditetapkan 

atau memiliki SK. Kemudian 
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yang terakhir melakukan 

penyetoran pajak daerah. 

Bagaimana 

mekanisme 

pemungutan pajak 

daerah yang 

berlaku di 

Kabupaten Sinjai? 

Mekanisme pemungutan pajak 

daerah disesuaikan dengan SOP 

(Standar Operasional Prosedur). 

Adapun alur SOP yaitu penagih 

pajak yang telah ditunjuk terlebih 

dahulu mendatangi Wajib Pajak 

sebagai petugas pelayan. 

Petugas ini membawa atau 

menerima SPTPD, yaitu surat 

yang terkait dengan penetapan 

pajak daerah yang terutang. 

Kemudian memverifikasi dan 

menandatangani SSPTD. Surat 

ini sama dengan kwitansi atau 

tanda lunasnya pajak daerah 

yang terutang. Selanjutnya, 

melakukan penyetoran ke pajak 

daerah atau kas daerah. 

Penyetoran pajak dilakukan 

sendiri oleh Wajib Pajak secara 

online (melalui Qris). 

Apakah terdapat 

kendala dalam 

proses 

pemungutan pajak 

daerah? Jenis 

pajak daerah apa 

yang biasanya 

memiliki kendala? 

Kendala dalam pemungutan 

pajak daerah pasti ada. 

Misalnya, pada pajak restoran 

setoran pajaknya tidak tetap 

dikarenakan kondisi tertentu 

salah satunya adalah pada saat 

musim hujan. Biasanya restoran 

memiliki sedikit pengunjung pada 

musim ini sehingga 

mengakibatkan target 

pendapatan yang diharapkan 
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tidak terpenuhi. Hal ini tentunya 

memengaruhi jumlah pajak yang 

dibayar. Contoh kedua yakni 

pajak tambang. Terkadang tidak 

ada proyek yang berjalan 

sehingga tidak ada pajak yang 

dapat ditagih. Contoh ketiga 

yakni pajak air tanah yang nilai 

pajaknya dapat berkurang 

disebabkan oleh musim 

kemarau. Secara umum, kendala 

yang ada dalam proses 

pemungutan pajak daerah 

berasal dari kondisi alam yang 

tidak menentu. 

Pajak daerah apa 

yang dirasa kurang 

dalam 

realisasinya? Apa 

upaya BAPENDA 

dalam 

meningkatkan 

realisasi pajak 

daerah tersebut? 

Kasubid Potensi 

Pendapatan: 

Wartawaty, S.E., MM. 

Pajak daerah yang realisasinya 

masih kurang yaitu PBJT (Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu) 

makanan dan minuman, PBJT 

Parkir, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, dan PBB-

P2. Upaya yang dilakukan oleh 

BAPENDA adalah melakukan Uji 

Petik, yaitu mendatangi Wajib 

Pajak untuk mengevaluasi 

omset. Hal ini dikarenakan 

terkadang Wajib Pajak dalam 

melaporkan omset tidak sesuai 

dengan keadaan yang 

sebenarnya. Untuk itu, 

BAPENDA akan datang dan 

melihat apakah ada kenaikan 

dari omset yang dilaporkan. Jika 

ada, maka dilakukan pembetulan 



109 
 

 

penetapan. Kedua, melakukan 

intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Intensifikasi sama dengan uji 

petik, yang ditujukan kepada 

Wajib Pajak lama. Sedangkan, 

ekstensifikasi dilakukan untuk 

mencari potensi baru yang 

belum terdaftar sebagai Wajib 

Pajak. Ketiga, melakukan 

sosialisasi, dengan 

menyampaikan bahwa setiap 

usaha yang didirikan tentunya 

dikenai pajak dan cara 

pembayaran pajak yang non 

tunai. Sosialisasi dilakukan 

secara door to door. Khusus 

untuk PBB-P2, upaya yang 

dilakukan adalah mengevaluasi 

kembali tanah yang dimiliki Wajib 

Pajak. Apakah ada 

pembangunan atau renovasi 

yang dapat menambah nilai 

pajaknya.  

 

 

 

 

 


